SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MADIUN,

bahwa dalam rangka melindungi hak dan kewajiban
pencipta arsip dan pengguna arsip dalam pelayanan arsip
dinamis, perlu diatur pembatasan hak akses terhadap fisik
arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan
keterbukaan dan kerahasiaan arsip serta untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak
berhak;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
perlu membuat pengaturan terkait sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Sistem Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota

Madiun;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kota Madiun.

Walikota adalah Walikota Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja/unit kerja pada
pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
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7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.

10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.

11.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil
dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta
keberadaan sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip.

12. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program
perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis
berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan
sebelumnya.

13. Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari arsip
yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh
pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Keselamatan bangsa.

14. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban
umum.

15. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.

16. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip
yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan

siapapun.
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17. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan
pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang
berhak.

18. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja
yang menggunakan arsip dan berasal dari Pemerintah
Daerah.

19. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan
hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar
Pemerintah Daerah.

20. ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah.

21. Pejabat adalah pejabat struktural dan pejabat Fungsional
di lingkungan Pemerintah Daerah.

22. Arsiparis adalah petugas pengelola arsip.

23. Pelaksana adalah pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah yang tidak memangku jabatan struktural.

24, Publik adalah warga negara atau badan hukum yang
mengajukan permohonan untuk mengakses arsip

dinamis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis untuk:

a. memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan Arsip
Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. memberikan pedoman kepada PD agar dapat
mengamankan dan mematuhi kewenangan akses
terhadap klasifikasi informasi Arsip Dinamis yang
telah ditetapkan;

c. mendorong PD agar memberkaskan arsip aktif dan
menata arsip inaktif unit kerjanya secara tertib yang
disertai dengan daftar arsip aktif dan daftar arsip
inaktifnya;

d. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari
kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan,
keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas

arsip dapat tetap terjaga; dan
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e. melindungi Arsip Dinamis dari pengaksesan yang
tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak
untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

(2) Tujuan ditetapkannya Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis untuk:

a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada
publik secara cepat, tepat, murah, dan aman;,

b. menjamin tersedianya informasi Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dikategorikan
terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya oleh publik;

c. menjamin keamanan Arsip Dinamis bagi informasi
yang dikecualikan; dan

d. mewujudkan terciptanya kenyamanan bekerja bagi
seluruh ASN.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Prinsip dasar dalam penetapan sistem klasifikasi
keamanan Arsip Dinamis meliputi:

a. memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang
timbul apabila informasi yang terdapat dalam Arsip
Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak
berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak
sah;

b. penetapan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis harus
disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam
menentukan tingkat klasifikasi.

(2) Prinsip dasar dalam penetapan hak Akses Arsip Dinamis
meliputi:

a. pengaksesan Arsip Dinamis hanya dapat dilakukan
oleh Pejabat dan Pelaksana yang mempunyai
kewenangan untuk akses;

b. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat
mengakses Arsip Dinamis yang dibuat oleh Pejabat
atau Pelaksana di bawahnya sesuai dengan hierarki

kewenangannya dalam struktur organisasi; dan
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c. Pejabat atau Pelaksana yang lebih rendah
kedudukannya tidak dapat mengakses Arsip Dinamis
yang dibuat oleh Pejabat di atasnya kecuali
sebelumnya telah diberikan izin oleh Pejabat yang

berwenang.
Pasal 4

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan
menggunakan asas gabungan berupa sentralisasi dalam
penetapan  kebijakan dan  desentralisasi dalam
pelaksanaan.

(2) Penetapan kebijakan dalam sistem klasifikasi keamanan
dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penyusunan;

b. penerapan peraturan,

c. sumber daya manusia; dan
d

sarana dan prasarana.

BAB IV
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP
DINAMIS
Bagian Kesatu
Sistem Klasifikasi Keamanan
Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Daerah disusun dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah
Daerah diklasifikasikan menjadi informasi:
1. Biasa/Terbuka;
2. Terbatas;
3. Rahasia; dan
4. Sangat Rahasia.
b. teknis pengamanan Arsip Dinamis dilakukan
berdasarkan tingkat  klasifikasi  informasi  arsip

sebagaimana dimaksud pada huruf a;
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c. pengaturan Akses Arsip Dinamis dilakukan berdasarkan
tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

d. setiap ASN dapat mengakses arsip yang berada pada
tanggung jawab dan kewenangannya,

e. Publik dapat mengakses informasi di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dikategorikan Biasa/Terbuka
dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 6

Penyusunan klasifikasi keamanan dan penentuan hak Akses
Arsip Dinamis dilakukan pada lingkup penciptaan dan
Penggunaan Arsip dengan memperhatikan:

a. identifikasi ketentuan hukum;

b. analisis fungsi unit kerja dalam organisasi;

c. analisis jabatan; dan

d. analisis risiko.

Pasal 7

Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a digunakan sebagai dasar penentuan

klasifikasi keamanan dan hak akses Arsip Dinamis

berpedoman pada:

a. peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan
informasi elektronik;

b. peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan
informasi publik;

c. peraturan perundangan-undangan di bidang kearsipan;
dan

d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Pasal 8

(1) Analisis fungsi unit kerja dalam organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipergunakan untuk
menentukan unit kerja yang memiliki fungsi strategis bagi
organisasi berdasarkan fungsi substantif (kegiatan utama)
dan fungsi fasilitatif (kegiatan pendukung) sesuai dengan
urusan Pemerintah Daerah.
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(2) Arsip yang dihasilkan dari analisis fungsi unit kerja dalam
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan berdasarkan nilai strategis bagi individu,

masyarakat, organisasi dan negara.
Pasal 9

(1) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ digunakan untuk melakukan analisis sumber
daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola
arsip yang berisikan suatu catatan sistematis tentang
tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang
diuraikan berdasarkan fungsinya dalam struktur
organisasi.

(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:

a. identifikasi jabatan, berisi informasi tentang nama
jabatan dan bagian dalam suatu organisasi;

b. fungsi jabatan, berisi penjelasan tentang kegiatan
yang dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi;

c. tugas-tugas yang harus dilaksanakan;

d. pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima.

(3) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menghasilkan penggolongan personil yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan,
penanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi
hak Akses Arsip Dinamis.

(4) Penggolongan personil sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk menjamin pelindungan, pengamanan informasi
dan tingkatan hak Akses Arsip Dinamis yang terdiri atas:
a. penentu kebijakan;

b. pelaksana kebijakan; dan

c. pengawas.
Pasal 10

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d dipergunakan untuk memberikan pertimbangan
terhadap pengklasifikasian keamanan dan hak Akses

Arsip Dinamis.
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(2) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui dampak kerugian yang
ditimbulkan terhadap keamanan individu, masyarakat,
organisasi, dan negara apabila suatu arsip diakses oleh
orang yang tidak berhak.

Bagian Kedua
Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 11

Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip
Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pengguna Internal; dan

b. Pengguna Eksternal.

Pasal 12

Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses Arsip
Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. penentu kebijakan:
1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Walikota dan Wakil
Walikota;
2. pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Daerah;
3. pimpinan tingkat menengah, yaitu pejabat pimpinan
tinggi pratama (pejabat struktural setara eselon IL.b.);
b. pelaksana kebijakan; dan

c. pengawas internal.
Pasal 13

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah

kewenangannya,
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b. pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, tetapi
tidak diberikan hak akses untuk mengakses informasi
yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi;

c. pimpinan tingkat menengah mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh arsip di bawah
kewenangannya, tetapi tidak diberikan hak akses untuk
mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan
tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu
level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

Pasal 14

(1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh Arsip Dinamis dengan tingkat
klasifikasi Biasa/Terbuka dan Terbatas yang berada di
bawah kewenangannya.

(2) Pelaksana Kebijakan tidak diberikan hak akses untuk
Arsip Dinamis dengan tingkat klasifikasi Rahasia dan
Sangat Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat
menengah, dan yang satu tingkat dengan unit kerjanya
kecuali telah mendapatkan izin.

(3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Pejabat Administrator (pejabat struktural setara
eselon III);

2. Pejabat Pengawas (pejabat struktural setara eselon 1V);

3. Arsiparis; dan

4. Pelaksana.

Pasal 15

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf ¢ mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b meliputi:

a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh
informan dengan kategori Biasa/Terbuka;

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses
seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:

1. pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan; dan
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses
Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip yang terkait dengan
perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya
dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

BAB V
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS
Pasal 17

(1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta Arsip
terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan tingkat
klasifikasi keamanan dan Akses Arsip.

(2) Pengamanan Arsip Dinamis dalam penyimpanan arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sarana dan prasarana,

b. penentuan pengelola arsip;
c. daftar arsip Terbatas; dan
d. daftar arsip Rahasia.

Pasal 18

(1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam
pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) berupa sarana perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software).

(2) Perangkat keras (hardware) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa:
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1. rak arsip (filling cabinet) untuk menyimpan Arsip
Dinamis dengan Kklasifikasi keamanan kategori
Biasa/Terbuka dan Terbatas; dan

2. brankas atau lemari besi untuk Arsip Dinamis
dengan klasifikasi keamanan kategori Rahasia
dan Sangat Rahasia.

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari
arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan

c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang
representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi
informasi dengan dilengkapi pemasangan kamera
pengawas (closed circuit television) dan kunci
pengamanan ruangan.

(3) Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. daftar arsip aktif, arsip inaktif, terjaga dan vital; dan

b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 19

(1) Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
mempunyai jiwa yang profesional secara substansi
kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.

(2) Untuk pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan
Pemerintah Daerah Walikota menetapkan Pejabat
Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip.

Pasal 20

Penciptaan daftar arsip Terbatas dan daftar arsip Rahasia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh
penyedia informasi yang berada di pusat pengelola arsip
(central file) dan pusat arsip (records center).

Pasal 21

Penggunaan Arsip Dinamis berdasarkan sistem klasifikasi
keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum dalam

Lampiran Peraturan Walikota ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggall4 November 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2022 NOMOR61/6G

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR

61 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 November 2022

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Kode Klasifikasi
t P lah
Nomeor Klasifikasi Jenis Arsip S Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengo

1 2 3 4 5 6 7

1 000 _|UMUM

2 001 LAMBANG
Pengguna Tidak memiliki dampak

3 001.1 |[Garuda Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak

4 001.2 |Bendera Kebangsaan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak

5 001.3 |Lagu Kebangsaan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak

6 001.4 [Daerah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak

7 001.31 |Provinsi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak

8 001.32 |Kabupaten/Kota Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak
9 002 Tanda Kehormatan / Penghargaan untuk Pegawai |Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
10 002.1 Bintang Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
11 002.2 |Satyalencana Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
12 002.3 |Parasamya Purna Karya Nugraha Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
13 002.4 |Monumen Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
14 002.5 Penghargaan Secara Adat Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
15 002.6 Penghargaan lainnya Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
16 003 Hari Raya/Besar Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
) i Pahl a Pengguna Tidak memiliki dampak .
17 003.1 NESIDﬂ'al, LT ARantam; ta e Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
sebagainya eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak )
18 003.2 Hari Raya Keagamaan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
19 003.3 |Hari Ulang Tahun Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
20 003.4 |Hari-hari Besar Lainnya Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak .
21 004 Ucapan Terbuka internaldan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak .
22 004.1 Ucapan Terima kasih Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
23 004.2 |Ucapan Selamat Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak .
24 004.3 Ucapan Belasungkawa Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak '
25 004.4 |Ucapan lainnya Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
26 005 Undangan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak .
27 006 Tanda Jabatan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
28 006.1 Pamong Praja Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
29 006.2 |Tanda Pengenal Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
30 006.3 [Pejabat lainnya Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
31 007 -
32 008 -
33 009 -
34 010 URUSAN DALAM
i Pr Pengguna Tidak memiliki dampak _
35 011 Gf:(fhmg SoamLbay t.ermasuk Ig?tanm asarana Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
36 012 Rumah Dinas Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
37 012.1 |Tanah untuk Rumah Dinas Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak '
38 012.2 Perabot Rumah Dinas Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak _
39 012.3 Rumah Dinas Golongan I Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
40 012.4 |Rumah Dinas Golongan II Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
41 012.5 |Rumah Dinas Golongan III Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
42 012.6 |Rumah / Bangunan lainnya Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
43 012.7 |Rumah Pejabat Negara Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
43 013 Mess/Guest House Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
45 014 Rumah Susun/Apartemen Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak '
46 015 Penerangan listrik/Jasa Listrik Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak _
47 016 Telepon /Faximile /Internet Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak '
48 017 Keamanan/Ketertiban Kantor Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak _
49 018 Kebersihan Kantor Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
50 019 Protokol Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
51 019.1 |Upacara Bendera Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
52 019.2 Tata tempat Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
53 019.21 [Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden |Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak _
54 019.22 |Audiensi/Menghadap Pimpinan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak
55 019.23 |Alamat-alamat kantor dan pejabat Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
56 019.24 |Bandir/Umbul-umbul/Spanduk Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
57 020 PERALATAN
Pengguna Tidak memiliki dampak _
58 020.1 Penawaran Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
59 021 Alat Tulis Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
60 022 Mesin Kantor Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
61 023 Perabot Kantor Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
62 024 Alat Angkutan Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
63 025 Pakaian Dinas Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak )
64 026 Senjata Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
65 027 Pengadaan Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
66 028 Inventaris Terbuka internaldan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
67 029 -
68 030 KEKAYAAN DAERAH
P t
k:’;fzk:n Apabila diketahui oleh
o ;awas' pihak yang tidak berhak
Sangat A dapat mengakibatkan ; Kait
69 031 Sumber Daya Alam . internal, dan : Unit Pengolah Terkai
Rahasia eksternal, serta ::gxﬁ:::fa;ngm
penegak Pemerintah Kota Madiun
hukum
Penentu ; g ;
Ycohiiakin Apabila diketahui oleh
yacan, pihak yang tidak berhak
Sangat pengawas dapat mengakibatkan lah Terkait
70 032 Asset Daerah . internal, dan . Unit Pengo erkal
Rahame eksternal, serta ;ecrfx?n:;l :j afaunng31
i?{‘:f;k Pemerintah Kota Madiun
71 033 -
72 034 -
73 035 -
74 036 -
040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN
ve /SANDI
76 041 Perpustakaan
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Pengguna Tidak memiliki dampak )
77 041.1 Umum Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
78 041.2 Khusus Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak i
79 041.3 Perguruan Tinggi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
80 041.4 |Sekolah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
81 041.5 |Keliling Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak '
82 042 Dokumentasi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
83 043 -
84 044 -
Pengguna Tidak memiliki dampak )
85 045 Kearsipan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
86 045.1 |Pola Klasifikasi Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Tidak memiliki dampak

Pengguna yang menggangu kinerja kai

i i lah Terkait
87 045.2 Penataan Berkas Terbuka internal dan Pemerintah Kota Unit Pengo

eksternal .

Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
88 045.3 Penyusutan Arsip Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
89 045.31 |Jadwal Retensi Arsip Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
90 045.32 |Pemindahan Arsip Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Penentu , E !

feebiiaionn Apabila diketahui oleh

pengawas, pihak yang tidak berhak

. t akibatkan . :
91 045.33 |Penilaian Arsip Terbatas internal, dan f;_pznm"“f . fui . Unit Pengolah Terkait

eksternal, serta pegyelﬁzgzraan 8

penegai Pemerintah Kota Madiun

hukum

z:g:’:;‘;n Apabila diketahui oleh

A pihak yang tidak berhak

PEUSAIRS. dapat mengakibatkan :
92 045.34 |Pemusnahan Arsip Terbatas internal, dan terpan e Unit Pengolah Terkait

eksternal, serta pegyclgrgl:gzr — g

pesicgak Pemerintah Kota Madiun

hukum

Pengguna Tidak memiliki dampak )
93 045.35 |Penyerahan Arsip Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun
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1 2 3 4 5 6 T

Pengguna Tidak memiliki dampak ]
94 045.36 |Berita Acara Penyusutan Arsip Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |[Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak _
95 045.37 |Daftar Pencarian Arsip Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak _
96 045.4 Pembinaan Kearsipan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
97 045.41 |Bimbingan Teknis Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
98 045.5 |Pemeliharaan/Perawatan Arsip Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

};:’;f:;‘;n Apabila diketahui oleh

v i pihak yang tidak berhak

pengawas dapat mengakibatkan . lah Terkait
99 045.6 |Pengawetan/Fumigasi Terbatas internal, dan . Unit Pengo erkai

eksternal, serta ;fgﬁﬁgﬁaingm

o Pemerintah Kota Madiun

hukum

E:E:’Iallt{‘;n Apabila diketahui oleh

yaxan, pihak yang tidak berhak

pengawas dapat mengakibatkan :
100 046 Sandi Rahasia internal, dan tcrpan va funesi Unit Pengolah Terkait

eksternal, serta per%yelgfllglgzr iy g

peuegak Pemerintah Kota Madiun

hukum
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Pengguna Membawa dampak yang
101 047 Website Terbuka internal dan menganggu kinerja Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
E:g::;n Apabila diketahui oleh
v . pihak yang tidak berhak
pesnanes dapat mengakibatkan
102 048 Pengelolaan Data Terbatas internal, dan terI;anggu ngya i Unit Pengolah Terkait
cl::r::l, s penyelenggaraan
peRes Pemerintah Kota Madiun
hukum
i:gf.m“ Apabila diketahui oleh
i, pihak yang tidak berhak
pengawas dapat mengakibatkan
103 049 Jaringan Komunikasi Data Terbatas internal, dan terp g . Unit Pengolah Terkait
ganggunya fungsi
eksternal, serta penyelenggaraan
penegak Pemerintah Kota Madiun
hukum
104 050 PERENCANAAN
Pengguna Tidak memiliki dampak
105 gso:1  |PTIM Bencana Pembangunan Jengha Menetgll) |re.y e internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
/ Repelita eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak
106 050.11 oy (Ren;:ian?DPemrahbangunan Jemgin Mensnasi Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Daerah) / Pelita Dae eksternal Pemerintah Kota Madiun
i:ﬂf.nt“ Apabila diketahui oleh
akan, pihak yang tidak berhak
pengawas dapat mengakibatkan
107 050.12 |[Bantuan Pembangunan Daerah Terbatas internal, dan terZanggu ngya fungei Unit Pengolah Terkait
el;itfr::l, scya penyelenggaraan
pencg Pemerintah Kota Madiun
hukum
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FEURECY Apabila diketahui oleh
kebijakan, 2 "
pengawas pihak yang tidak berhak
108 | 050.13 |Bappeda Terbatas  [internal, dan |02P3t MeNEAIGPAKAD ¢ pengola Terkait
eksternal, serta ge gyelﬁl;gir aan g
petegik Pemerintah Kota Madiun
hukum
Pengguna Tidak memiliki dampak '
109 051 Proyek Bidang Pemerintahan Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
110 052 Bidang Politik Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
111 053 Bidang Keamanan /Ketertiban Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |[Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
112 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
113 055 Bidang Perekonomian Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
114 056 Bidang Pekerjaan Umum Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
115 057 Bidang Pengawasan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak '
116 058 Bidang Kepegawaian Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
117 059 Bidang Keuangan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
118 060 |ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
Pengguna Tidak memiliki dampak )
119 060.1 |Program Kerja Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
120 061 Organisasi Instansi Pemerintah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
121 061.1 |Susunan Organisasi dan Tata Kerja Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
122 061.2 |Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di bulan Puasa Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
123 062 Organisasi Badan Non Pemerintah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
124 063 Organisasi Badan Internasional Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak )
125 064 Organisasi Badan Semi Pemerintah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
126 065 Ketatalaksanaan/Tata Naskah Dinas Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak '
127 066 Stempel Dinas Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
128 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
129 068 Komputerisasi/Siskomdagri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
130 069 Standar Pelayanan Minimal Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
131 070 PENELITIAN
. . o = : 3 Pengguna Tidak memiliki dampak )
132 071 Riset (meliputi ljin Penelitian, riset dejghlf . ony  |Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
pembahasan sampai dengan laporan ir riset) skeatarnai Barravintal Kote. Madiizn
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
133 072 Survey Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak _
134 073 Kajian Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
135 074 Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
136 075 Kementerian lainnya Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
137 076 Non Kementerian Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
138 077 Provinsi Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
139 078 kota Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
140 079 Kecamatan/Kelurahan Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
141 080 KONFERENSI / RAPAT /| SEMINAR
Pengguna Tidak memiliki dampak )
142 081 Gubernur Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak '
143 082 Bupati/Walikota Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
. K Pimoi Pengguna Tidak memiliki dampak )
144 083 Komponen, Eeelon lainnys. (termasi pinan Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
OPD) eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
145 084 Instansi lainnya (di luar Kemendagri) Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
146 085 International di Dalam negeri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
147 086 International di Luar negeri Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
148 087 -
149 088 =
150 089 -
1561 090 PERJALANAN DINAS
) ) . . . Pengguna Tidak memiliki dampak )
152 091 Perjsisnas Diues Freaidan Waldl Frosiden ko Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Daerah eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
153 092 Perjalanan Menteri ke Daerah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
154 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Eselon I) Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pengguna Tidak memiliki dampak )
155 094 pegawai, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan |Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |[Unit Pengolah Terkait
Surat Tugas eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
156 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak :
157 096 Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Luar negeri|Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
158 097 Perjalanan Menteri ke Luar negeri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
159 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar negeri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
160 099 Perjalanan Pegawai ke Luar negeri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
161 100 |PEMERINTAHAN
Pengguna Tidak memiliki dampak )
162 101 Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar NegTerbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
163 102 Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
164 103 -
165 104 -
166 105 -
167 110 PEMERINTAHAN PUSAT
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) e Pengguna Tidak memiliki dampak
168 111 Pr‘;mdi’: mehputlayﬁr:icalonazk,l ;;er{gangkg tat:r'x Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
POSTLILEL, Aap aEL L eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
169 1113 Pertangungjawaban Presiden kepada MPR Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
170 111.2 |Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan /Pidato Terbuka internal dan  [yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Wakil Presiden, meliputi pencalonan, Pengguna Tidak memiliki dampak .
171 112 pengangkatan, pelantikan, Sumpah dan serah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
terima jabatan, eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
172 112.1 Pertangungjawaban Wakil Presiden kepada MPR |Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
) . Pengguna Tidak memiliki dampak
173 1195 [omane Wak%iretmdcn/Amanat Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Kenegaraan/Pidato eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
174 113 Susunan Kabinet Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
175 113.1 |Reshuffle Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




-20 -

1 2 3 4 5 6 7

Pengguna Tidak memiliki dampak )
176 113.2 |Penunjukan Menteri ad Interim Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak '
177 113.3 |Sidang Kabinet Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
178 114 Kementerian Dalam Negeri Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
179 114.1 |Amanat Menteri Dalam Negeri Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak '
180 115 Kementerian lainnya Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
181 116 Lembaga Tinggi Negara Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak )
182 117 Lembaga Non Kementerian Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun

Pengguna Tidak memiliki dampak .
183 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait

eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak )
184 119 Kerjasama antar Kementerian Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
185 120 _|PEMERINTAH PROVINSI
Pengguna Tidak memiliki dampak )
186 120.1 Laporan Daerah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
187 120.12 |Monografi tambahkan kode wilayah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
188 120.13 |Koordinasi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
189 120.2 Instansi Tingkat Provinsi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
190 120.21 |Dinas Otonomi Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
191 120.22 |Instansi Vertikal Terbuka internal dan yang menggangu Kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
192 120.23 |Kerjasama antar Provinsi/Daerah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, Pengguna Tidak memiliki dampak .
193 121 meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
terima jabatan dan sebagainya eksternal Pemerintah Kota Madiun
“Zfﬂm?‘;:izu;::;pu; pe:;:]lg;:, Pengguna Tidak memiliki dampak .
194 122 pengangxatan, 8sa, pe’ * Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
pemberhentian, serah terima jabatan dan . .
: eksternal Pemerintah Kota Madiun
sebagainya
Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, Pengguna Tidak memiliki dampak )
195 123 pengangkatan, meninggal, pelantikan, Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
pemberhentian, serah terima jabatan eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
196 124 Pembentukan/Pemekaran Wilayah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pembinaan/Perubahan Nama Kepada : Daerah, Pengguna Tidak memiliki dampak )
197 124.1 |Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai,Pulau, Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Selat, Batas Laut, dsb, eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
198 124.2 |Pemekaran Wilayah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
199 124.3 Forum Koordinasi lainnya Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
200 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




-23 -

1 2 3 4 5 6 7
Pembinaan/Perubahan nama kepada Daerah, Pengguna Tidak memiliki dampak ‘
201 125.1 kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai,Pulau, Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Selat, Batas Laut, dsb, eksternal Pemerintah Kota Madiun
) Pengguna Tidak memiliki dampak
202 125.2 f;nlzb:?lt::m} Wl:j: &h ;;Elobra;i;u Subermur, Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
Y s 2 eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak .
203 125.3 |Pemindahan Ibukota Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak _
204 125.4 Perubahan Batas Wilayah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
205 125.5 Pemekaean Wilayah Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
206 126 Pembagian Wilayah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
207 127 Penyerahan Urusan Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
208 128  |Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
| 209 129 -
| 210 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
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P t
kenf:‘n - Apabila diketahui oleh
ebijakan, : ,
: S pihak yang tidak berhak
Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pengawas dapat akibatk
211 131 pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan, |Terbatas internal, dan teapa ey ;. < an Unit Pengolah Terkait
meninggal, memori kepala daerah dan sebagainya eksternal, serta TEADGEUTIYR TUngat
enegak penyelenggaraan
P Pemerintah Kota Madiun
hukum
Pengguna Tidak memiliki dampak .
212 131.1 |Sambutan/Pengarahan/Amanat Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Penentu ; . ;
” Apabila diketahui oleh
i, ihak tidak berhak
Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengangkatan, pengawas g ¢ yang z:kib ﬂ: "
213 132 meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah Terbatas internal, dan apat meng atkan Unit Pengolah Terkait
; : ; terganggunya fungsi
terima jabatan dan sebagainya eksternal, serta
penegak penycl'enggaraan ‘
hukum Pemerintah Kota Madiun
P t
e e Apabila diketahui oleh
kebyakea, ihak tidak berhak
Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, pengawas (l_‘:: o t yang kb e
214 133 pengangkatan, meninggal, pelantikan, Terbatas internal, dan tapa meag p E , Unit Pengolah Terkait
pemberhentian, serah terima jabatan, dsb eksternal, serta erganggunya fungsi
enegak penyelenggaraan
P Pemerintah Kota Madiun
hukum
Pengguna Tidak memiliki dampak
215 134 Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Terbuka internal dan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
216 134.1 Muspida Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Pengguna Tidak memiliki dampak )
217 134.2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional) Terbuka internal dan yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
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Pengguna Tidak memiliki dampak _
218 134.3 |Forum Koodinasi lainnya Terbuka internaldan  |yang menggangu kinerja |Unit Pengolah Terkait
eksternal Pemerintah Kota Madiun
Penentu ) ) .
Kebijakan Apabila diketahui oleh
g pihak yang tidak berhak
pengawas dapat mengakibatkan i
219 134.4 Kerjasama antar kabupaten/kota Terbatas internal, dan P & . Unit Pengolah Terkait
terganggunya fungsi
eksternal, serta e
peticiRk Pemerintah Kota Madiun
hukum
220 135 Pembentukan /Pemekaran Wilayah
P tu
k:gfj:kan Apabila diketahui oleh
' pihak yang tidak berhak
PeCaRes dapat mengakibatkan ;
221 135.1 Pemindahan Ibukota Terbatas internal, dan N P g f . Unit Pengolah Terkait
eksternal, serta pf:?;;ﬁgﬁa;ngm
genegak Pemerintah Kota Madiun
ukum
P tu
k:gf'zkan Apabila diketahui oleh
g ;awas’ pihak yang tidak berhak
922 135.2 gembzn%.l:ﬁ;l/tl’embagan Wilayah Pembantu e — internal, dan tdapat mengak}batkafn Unit Pengolah Terkait
upa/ e eksternal, serta pf:m:f aaings‘
pescgak Pemerintah Kota Madiun
hukum
E:g;:;‘;n Apabila diketahui oleh
’ pihak yang tidak berhak
PR dapat mengakibatkan ;
223 135.3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota Terbatas internal, dan p g ) Unit Pengolah Terkait
terganggunya fungsi
eksternal, serta penyElengeRIBaT
petEgak Pemerintah Kota Madiun
hukum
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P tu
k::f‘nalgan Apabila diketahui oleh
penéawas’ pihak yang tidak berhak
224 135.4 |Perubahan Batas Wilayah Terbatas internal, dan  |@Pat mengakibatkan | . e
eksternal, serta|tS82088uNYa fungsi
penyelenggaraan
f,iiff;k Pemerintah Kota Madiun
E:gfjil:m Apabila diketahui oleh
Pengawas, pihak yang tidak berhak
225 135.5 |Pemekaran Wilayah Terbatas internal, dan |d@Pat mengakibatkan | . AT
eksternal, serta terganggunya fungsi
: penyelenggaraan
ii?{frik Pemerintah Kota Madiun
P t
k:rblf:kl;n Apabila diketahui oleh
pen;awas, pihak yang tidak berhak
226 135.6 |Permasalahan Batas Wilayah Terbatas internal, dan | 0@Pat mengakibatkan | Lo menait
eksternal, serta terganggunya fungsi
penegak ' penyelenggaraan
hukum Pemerintah Kota Madiun
E:gf:;:n Apabila diketahui oleh
pen;awas' pihak yang tidak berhak
227 135.7 |Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota Terbatas internal, dan |d2Pat mengakibatkan |, gl Tori
eksternal, serta |T82n88unNya fungsi
' lenggaraan
ak penyelengg
ﬁzr;ilgm Pemerintah Kota Madiun
E:E::It(‘;n Apabila diketahui oleh
pen;awas’ pihak yang tidak berhak
228 135.8 Pemberian dan Penggantian Nama Terbatas internal, dan dapat mcngak1batkz.m i Perugolih Teidcalt
Kabupaten/Kota, Daerah,Jalan eksternal. serta | f€r8anggunya fungsi
' penyelenggaraan
ak ! .
}F:if:;gm Pemerintah Kota Madiun
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1 2 3 ; . , :
P t
k:ﬁf-:kl;n Apabila diketahui oleh
agian pen;awas’ pihak yang tidak berhak
229 136 Pembagian Wilayah Terbatas internal, dan dapat mcngakxbatka.m e Pamgalalh Terkit
eksternal serta | €782N88uUNya fungsi
' penyelenggaraan
ﬁir:f;k Pemerintah Kota Madiun
E::;g;in Apabila diketahui oleh
engawss pihak yang tidak berhak
fater dapat mengakibatkan , _
230 137 Penyerahan Urusan Terbatas internal, dan . Unit Pengolah Terksit
eksternal. serta |[€r8an88unya fungsi
enegak ' penyelenggaraan
ﬁukugrn Pemerintah Kota Madiun
231 138 Pemerintah Wilavah Kecamatan
Penent
keb;gkin Apabila diketahui oleh
en awas' pihak yang tidak berhak
e dapat mengakibatkan _ _
232 138.1 |Sambutan/Pengarahan/Amanat Terbatas internal, dan . Unit Pengolah Terkait
eksternal, serta terganggunya fungsi
' lenggaraan
alk penyelengg
Eir;?m Pemerintah Kota Madiun
P t N .
kzzfzk:n Apabila diketahui oleh
pen;awas' pihak yang tidak berhak
233 138.2 Pembentukan Kecamatan Terbatas internal, dan dapat mengak1batka'm Unit Pengolah Terkait
eksternal, serta |(cT8anggunya fungsi
' penyelenggaraan
E:;?;k Pemerintah Kota Madiun
P t . . .
pone | Apabila diketahui oleh
. , pihak yang tidak berhak
pengawas e .
234 138.3 Pemekaran Kecamatan Terbatas internal, dan apat mengaki atka‘n Unit Pengolah Terkait
eksternal. serta | €T82n8gunya fungsi
' lenggaraan
ak penyelengg
Eiiefm Pemerintah Kota Madiun
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